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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan uraian di BAB III, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana penelantaran istri di Indonesia 

saat ini mengalami fase transisi yuridis setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP Baru), yang berkaitan dengan aturan khusus, yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan analisis hukum dari 

Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN.End, 

penggunaan Pasal 428 KUHP Baru (lex generalis) oleh Majelis Hakim 

yang menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana pengawasan selama 6 

(enam) bulan tanpa penahanan fisik dinilai tidak tepat. Hal ini disebabkan 

oleh penerapan tiga unsur akibat hukum, mulai dari hilangnya hubungan 

hukum berupa tidak terpenuhinya kewajiban memberikan nafkah, 

munculnya hubungan hukum baru berupa hubungan hukum pidana antara 

terdakwa dengan negara, hingga pemberian sanksi pidana, yang dinilai 

tidak seimbang antara pertanggungjawaban terdakwa dan pemulihan hak-

hak korban. Pertimbangan tersebut dinil ai lebih menitikberatkan pada 

kondisi dan kepentingan terdakwa sebagai pekerja BUMN daripada aspek 

perlindungan dan pemulihan korban. Sebaliknya, analisis yang didasarkan 

pada Pasal 49 UU PKDRT (lex specialis), dinilai lebih sesuai untuk 



 

65 
 

memberikan perlindungan terhadap korban, karena mencakup dampak 

penelantaran ekonomi yang menimbulkan ketergantungan serta 

penderitaan psikologis bagi korban sebagaimana dibuktikan melalui Visum 

Et Psikiatrikum. Dengan prinsip lex specialis derogat legi generali, 

penerapan Pasal 49 UU PKDRT memberikan ancaman sanksi pidana yang 

lebih berat berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda 

maksimum Rp15.000.000,00 sehingga dapat berfungsi sebagai alat 

intervensi negara yang responsif terhadap gender, memastikan pemulihan 

hak-hak dasar korban dengan adil, serta menghindari terjadinya tindak 

pidana penelantaran di masa mendatang. 

2. Berdasarkan penjelasan pada BAB IV, menyimpulkan bahwa 

pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Ende dalam Putusan Nomor 

3/Pid.Sus/2026/PN.End yang menjatuhkan sanksi pidana pengawasan 6 

bulan masa percobaan kepada Terdakwa SIG terkait kasus penelantaran 

istri. Secara hukum, walaupun semua elemen tindakan kriminal dan 

dampak psikis pada korban telah terbukti secara sah melalui alat bukti 

(termasuk Visum Et Psikiatrikum), terdapat inkonsistensi redaksional 

antara pertimbangan hukum yang menyatakan tidak menjatuhkan 

hukuman penjara atau denda dan amar putusan yang justru memberikan 

hukuman pengawasan. Majelis Hakim juga mengabaikan prinsip lex 

specialis derogat legi generali dengan menerapkan Pasal 428 KUHP Baru 

(lex generali) daripada Pasal 49 UU PKDRT (lex specialis), yang 

berdampak pada terdegradasinya dan kaburnya klasifikasi tindak 
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kekerasan dalam rumah tangga menjadi hanya sekadar kelalaian 

memenuhi kewajiban finansial biasa. Secara sosiologis (non-yuridis), 

alasan hakim yang menggunakan restorative justice dan Pasal 70 KUHP 

Baru didasari oleh formalitas rekonsiliasi, sebab kejahatan terjadi dalam 

konteks keluarga, serta kekhawatiran terkait hilangnya karier terdakwa 

sebagai karyawan BUMN Pegadaian. Pertimbangan ini dianggap tidak 

objektif dan meny偏u dari inti keadilan restoratif yang sejati, karena 

keadaan ekonomi terdakwa yang baik seharusnya menjadi dasar untuk 

penjatuhan pidana denda atau restitusi pemulihan korban, bukan sebagai 

alasan untuk meringankan sanksi. Sebagai akibatnya, penerapan hukuman 

pengawasan wajib lapor tanpa penalti finansial atau penahanan fisik 

mengakibatkan terabaikannya pemulihan hak-hak materiil dan psikologis 

korban, tidak menghasilkan efek jera serta tidak mampu memberikan 

keadilan substantif yang peka gender. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan terkait pertimbangan putusan hakim dalam 

kasus penelantaran istri pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN End, peneliti 

menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan serta 

sebagai langkah penyelesaian perkara sejenis pada masa yang akan datang, 

sebagai berikut: 

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, diharapkan kedepannya 

lebih teliti dan adil dalam menangani kasus tindak pidana penelantaran 

istri. Majelis Hakim seharusnya tidak berfokus pada hal-hal yang 
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memungkinkan untuk meringankan pidana bagi pelaku, tetapi juga 

perlu mempertimbangkan pemulihan serta perlindungan ekonomi dan 

mental yang diderita oleh istri sebagai korban penelantaran. 

2. Pemberian sanksi yang sesuai dan lebih adil, mengingat terdakwa 

memiliki penghasilan tetap, maka seharusnya Majelis Hakim 

menerapkan pidana denda dengan mewajibkan terdakwa membayar 

ganti rugi materiil dalam jangka waktu tertentu kepada korban guna 

memulihkan hak-hak ekonomi istri yang selama ini ditelantarkan. 

3. Penggunaan aturan yang lebih spesifik. Majelis Hakim disarankan 

menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai 

dasar hukum dalam dakwaan, tuntutan hingga putusan, karena UU 

PKDRT memiliki sanksi dapat memberikan perlindungan secara 

optimal bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku penelantara
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